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ABSTRACT 

The growth of urban areas very rapidly raises significant issues that take effect in the development 

of rural areas. The strategic issues of rural development in Indonesia and Malaysia are poverty, 

unemployment, and economic vulnerability of rural communities; limited availability of public services 

and the minimum basic service, low empowerment of rural communities, not optimal village 

governance and institutional role of the village in the planning and development of the village, not 

optimal spatial arrangement of rural areas, natural resource management and environmental 

environment, the limited availability of infrastructure  in the open isolation of rural areas and 

encourage linkages Rural- Urban. 

This study is intended to determine how the rural development  planning process in Indonesia dan 

Malaysia. This study used qualitative research methods with a qualitative descriptive design format to 

describe the condition of the various phenomena that exist in the community that the object of research, 

and pull it to the surface of reality as a feature, character, nature, model or description of the condition 

or phenomenon particular. Data was collected through structured and in-depth interviews, and studies 

in the literature that focused on the exploration of related literature. Data analysis is done by using the 

method of triangulation  and interpretative. Triangulation method rests on the validity of the findings 

and the level of confidence.  Data analysis is inductive, meaning is the result of research rather than 

generalizations. 

Stages of Rural Development Planning in Indonesia and Malaysia are basically not much different, 

the two countries each have the characteristics and traits of its own in the formulation of rural 

development planning in the country. Based on the Minister Regulation Number 114 of 2014 on 

Guidelines for Rural Development, Indonesia defines the planning of rural development in the form of 

Mid Term Development  Plan Rural (Rural Development  Plan). Malaysia defines the rural 

development  plan according to Act 172 About Design City and Village act 1976 in the form Slowly 

Rural (PTD). The results of this research can be used as a model for the analysis  of policy makers  

both at the central  and regional governments. 
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Pendahuluan 
 

Secara umum, pembangunan desa meliputi 

dua aspek utama, yang pertama yaitu 

pembangunan  desa dalam aspek fisik, yaitu 

pembangunan yang objek utamanya dalam 

aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di 

perdesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, 

pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, 

sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa 

sarana dan prasarana  pendidikan, dan software  

berupa  segala  bentuk pengaturan, kurikulum 

dan metode pembelajaran), keolahragaan, 
dansebagainya. Pembangunan dalam aspek 

fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan 

Desa.  

Malaysia pada tahap awal setelah 

kemerdekaan, terlihat beberapa masalah umum 

perekonomian yang dihadapi oleh perdesaan 

Malaysia, seperti angka kemiskinan, 

kurangnya akses ke infrastruktur dasar, 

kesehatan yang buruk dan pendidikan. Di balik 

kejadian ini, ada variasi kondisi pedesaan 

seperti sumber daya, sosial budaya, politik dan 

ekologi memiliki pengaturan fisik yang 

berbeda masing-masingnya. Upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah pedesaan 

sering diabaikan karena banyaknya keragaman 

konteks pedesaan.  

Sedangkan untuk isu pembangunan  

pedesaan dan tantangan Malaysia 

(Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan 

Wilayah) diantaranya: 1) Mencapai 

keseimbangan optimal antara pembangunan 

perkotaan dan pedesaan; 2) Memastikan 

pertanian tetap kompetitif dalam menghadapi 

globalisasi  dan liberalisasi; 3) Memastikan 

ekonomi terus berkembang dan menjaga 

stabilitas harga; 4) Mengurangi keberlanjutan 

kemiskinan dan akar penyebab kemiskinan; 5) 

Mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan 

kemiskinan relatif; 6) Perubahan pola pikir 

rakyat pedesaan; 7) Berkurangnya nilai 

pedesaan; 8) Ketergantungan yang tinggi pada 

bantuan pemerintah; 9) Kesempatan kerja 

yang tidak menarik Terbatasnya; 10) peluang 

dalam bidang wirausaha Kurangnya prospek; 
11) Rendahnya nilai tambah suatu produk; 12) 

Ketergantungan pada tenaga kerja asing; 13) 

Rendahnya produktivitas; 14) Rendahnya 

keterampilan dan tingkat pendidikan 

Kondisi saat itu memaksa harus menyikapi 

pembangunan  daerah pedesaan yang berkaitan 

dengan kondisi awal di bawah-pengembangan 

sektor tradisional khususnya sektor pertanian 

yang pada dasarnya diabaikan selama 

pemerintahan kolonial. Selain itu, agenda 

untuk pengembangan budaya Melayu yang 

sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, 

ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar 

dan kompromi yang disepakati antara Melayu 

dan non-Melayu sebelum kemerdekaan, yaitu 

perlindungan "Hak Istimewa Orang Melayu" 

Sehingga untuk menjawab isu 

permasalahan pengembangan kawasan 

perdesaan tersebut, diamanatkan dalam Pasal 

48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 disebutkan pula tentang arahan bagi 

penataan ruang kawasan perdesaan, yaitu: 1) 

pemberdayaan masyarakat perdesaan; 2) 

pertahanan kualitas lingkungan setempat dan 

wilayah yang didukungnya; 3) konservasi 

sumber daya alam; 4) pelestarian warisan 

budaya lokal; 5) pertahanan  kawasan  lahan  

abadi; 6) pertanian  pangan  untuk  ketahanan 

pangan; 7) penjagaan keseimbangan 

pembangunan perdesaan-perkotaan 

Dari permasalahan dan isu seperti tersebut 

diatas antara di Malaysia dan Indonesia, maka 

penulis tertarik untuk melakukan kajian 

penelitian terhadap proses perencanaan 

pembangunan di tingkat desa sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan suatu desa yang 

nantinya akan berdampak juga pada 

peningkatan kesejahteraan yang merata di 

suatu Kabupaten/Kota, Provinsi dan bahkan 

Nasional. 

Metodologi 
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Gambar 1 Kerangka Berfikir 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif (qualitative research), 

yaitu penelitian yang hasil temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik, 

melainkan melalui pengungkapan dan 

pemahaman terhadap sesuatu dibalik 

fenomena yang sedikitpun belum diketahui 

(Strauss dan Corbin,2003).Untuk 

mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan, adapun langkah- langkah yang 



Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.2 

 
 

Page | 67  
 

dilakukan antara lain yaitu : 1) Studi Literatur; 

2) Pengumpulan Data Sekunder; 3) 
Pengumpulan Data Primer; 4) Observasi; 5) 

Wawancara; 6) menelusuri dokumen-

dokumen; 7) Manajemen Data 
 

Prosedur Analisis 

Menganalisa berbagai data dan informasi 

yang telah diperoleh, digunakan metode 

analisa kualitatif. Secara kualitatif analisa 

akan lebih banyak didasarkan pada model 

descriptive analysis. 

Analisa dimulai sejak proses pengumpulan 
data berlangsung, dimana setiap informasi dan 

data yang ditemukan di-cross check dengan 

komentar responden yang berbeda untuk 

mendapatkan data dan informasi yang lebih 

akurat dan objektif. Selanjutnya data 

dikategorisasi ke dalam penyelenggara 

pemerintahan desa, perencanaan perdesaan, 

dan kebijakan-kebijakan pembangunan 

perdesaan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

memakai model Milles dan Huberman, 

menjelaskan bahwa analisa data kualitatif bisa 

dilakukan melalui tiga proses tahapan, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

Pertama, data reduction, merupakan suatu 

proses seleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan dan mentransformasikan 

data-data yang dianggap penting berdasarkan 

kebutuhan kajian penelitian. Hal ini dilakukan, 

karena dalam penelitian kualitatif pada 

umumnya peneliti mengumpulkan data 

sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereduksi 

data amat penting dilakukan dengan 

menggunakan beragam alat catatan, note book, 

dan komputer mini dengan memberikan kode 

pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan 

fokus kajian penelitian ini. 

Kedua, data display (penyajian data) 

merupakan deskripsi kumpulan informasi 

tersusun sehingga memungkinkan peneliti 

melakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data 

kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam 

bentuk teks naratif, yang terpenting dalam data 

display adalah dalam penyajian data penelitian 

kualitatif, peneliti memanfaatkan teks yang 

bersifat naratif. 
Ketiga, conclusion drawing/verification, 

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. 

Dengan demikian kesimpulan awal yang 

dikemukakan oleh peneliti masih bersifat  

sementara, dan akan berubah, jika peneliti 

menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

tahap pengumpulan data (data collecting) 

berikutnya. Namun demikian, jika kesimpulan 

yang dihasilkan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali  ke lapangan untuk 

mengumpulkan data lagi, maka kesimpulan 

yang dihasilkan bias dikatakan kredibel. 

Proses ini merupakan prosedur peneliti untuk 

melakukan verifikasi data
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Pembahasan 

Komparatif Proses Perencanaan 

Pembangunan Perdesaan Indonesia dan 

Malaysia 

 

 

 

Tabel 2 

Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan  Perdesaan 

KARAKTERISTIK 
PROSES 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

PERDESAAN 

INDONESIA MALAYSIA ANALISIS 

1. konsep perencanaan 
pembangunan 

perdesaan 

Perencanaan 
pembangunan kawasan 

perdesaan berkelanjutan 

Transformasi perkotaan 

Persamaan: 

- Dalam penataan kawasaan 
perdesaannya, kedua 

negara saling 

memperhatikan ketetapan 
penggunaan lahan dan 

fungsi kawasan 
- Penataan kedua negara 

saling menghentikan 

kebutuhan ruang untuk 
aktifitas publik 

Perbedaan: 

Malaysia lebih berfokus pada 
pertumbuhan kemampuan 

masyarakat desa, sedangkan 
indonesia lebih berfokus pada 

pengembangan kawasan perdesaan 

untuk terus berkelanjutan 

2. tujuan perencanaan 

desa 

- Meningkatkan 

kemampuan 
kelembagaan 

masyarakat 

ditingkat desa 
dalam menyusun 

perencanaan 
pembangunan 

secara partisipatif 

- Meningkatkan 
keterkaitan seluruh 

elemen masyarakat 

dalam memberikan 
makna dalam 

perencanaan 
pembangunan 

- Meningkatkan 

transparansi dan 
akuntabilitas 

pembangunan 
- Menghasilkan 

keterpaduan antar 

bidang sektor dan 
kelembagaan dalam 

kerangka 

- Alam sekitar mampan 
( environtmental 

sustainable) 

- Ekonomi mampan ( 
economical 

sustainable) 
- Sosial mampan (social 

mampan) 

- Teknologi mampan 
(tecnology mampan) 

Persamaan: 

Tujuan perencanaan desa secara 

spesifik mengarah kepada 
kesejahteraan masyarakat 

 
Perbedaan: 

Malaysia lebih tertuju pada 

pertumbuhan desa ke arah yang 
lebih maju dengan 

mempertimbangkan pengelolaan 
alami, ekonomi, dan teknologi yang 

berkelanjutan 

 
Indonesia lebih tertuju pada 

peningkatan dan keterpaduan 

lembaga maupun masyarakat untuk 
ikut ambil alih dalam perencanaan 

desanya 

3. prinsip perencanaan 
desa 

- Strategi 

- Demokratis dan 

partisipatif 
- Politis 

- Bottom-up palnning 
- Top-down palnning 

Alih dan ihsan; amanah dan 
beribawa; perpaduan; 

menghormati ilmu dan 
mengingati pencipta; 

menghormati kesendirian dan 

pembagian ruang; keamanan 
dan keselamatan; menghindari 

dari menyakiti oranglain dan 
menghormati hak oranglain; 

kerjasama; prihatin dan 

hormat menghormati; 
perundingan; kebersihan dan 

Persamaan: 

Mempunyai dasar prinsip yang 
diutamakan dalam perencanaan 

desa 

 
Perbedaan: 

Prinsip malaysia dalam melakukan 
perencanaan desa lebih berfokus 

dalam 3 hal yaitu: pencipta, (Allah 

SWT, Manusia, dan Alam)  
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KARAKTERISTIK 
PROSES 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

PERDESAAN 

INDONESIA MALAYSIA ANALISIS 

keindahan; pemeliharaan alam 

sekitar dan perancangan 
sumberdaya asli yang 

berterusan; dan tak membazir, 

penggunaan sumber yang 
cekap 

4. ciri-ciri perencanaan 
desa 

- Aspiratif 

- Menarik 
- Operasional 

- Inovatif 
- Adaptif 

- Koordinatif 

- Demokratis 
- Edukatif 

- Bersifat menyeluruh 

- Manusia sebagai fokus 

pembangunan 
- Aktifitas berbagai 

dimensi 
- Perubahan kuantitatif 

dan kualitatid 

- Penggunaan dan 
distribusi sumberdaya 

dengan adil 

Persamaan: 
Memiliki corak dan karakteristik 

partisipatif dalam perencanaan desa 

 
Perbedaan: 

Malaysia lebih mencirikan 

perencanaan desa yang bersifat 
secara keseluruhan, yakni 

perencanaan yang lebih diutamakan 
terlebih dahulu ialah perencanaan 

kepada Allah SWT, kedua 

perencanaan kepada manusia, dan 
yang terakhir perencanaan kepada 

alam dengan menunjang tinggi 
sikap partisipatif masyarakat desa 

5. ruang lingkup 

perencanaan desa 

Rencana pembangunan 

jangka menengah desa 

 
Rencana kegiatan 

pemerintah desa 
 

Anggaran pendapatan 

dan belanja desa 

Rencana aksi pembangunan 

desa 

Persamaan: 

Menjelaskan dan merencanakan 
program-program atau tahapan 

dalam pembangunan yang ada di 
desa 

 

Perbedaan: 
Dalam hal ini malaysia hanya 

membuat satu dokumen 

perencanaan desa yaitu rencana 
aksi pembangunan desa. Dalam 

dokumen tersebut telah tergambar 
apa-apa saja yang menjadi tahapan 

program pembangunan desa. 

Sehingga dalam implementasinya 
dapat berjalan sesuai rencana 

 
Indonesia memiliki banyak dokumen 

dalam perencanaan desa, tetapi 

dalam 
pelaksanaan/implementasinya masih 

kurang 

6. landasan hukum 
perencanaan 

pembangunan 
perdesaan 

Undang-undang No 6 

tahun 2014 tentang Desa 

Undang-undang malaysia, akta 

172 tentang akta perancangan 
bandar dan desa 1976 

Persamaan: 
Undang-undang sebagai dasar untuk 

membangun dan mengembangkan 
desa, menjelaskan pengertian desa, 

dan tata cara pelaksanaan program 

di desa 
 

Perbedaan: 
Kebijakan di malaysia dikeluarkan 

oleh satu kementrian yaitu KKLW, di 

Indonesia kebijakan yang 
dikeluarkan oleh tiap perangkat 

pemerintahan saling tumpang tindih 
dan bertolajk belakang 

7. peran serta aktif 
stakeholder  

pembangunan dalam 

proses perencanaan 
pembangunan 

perdesaan 

Pemerintah desa, BPD, 

pengurus RT/RW, 
paguyuban/kelompok 

swadaya masyarakat, 

kelompok peremouan, 
tim teknis, pemerintah 

daerah (kabupaten/kota), 
DPRD, forum perkotaan, 

Pihak berkuasa perancang 
tempatan 

 

Jawatan kuasa kemajuan dan 
keselamatan kampung 

persekutuan (JKKK/P) 

Persamaan: 

Pelaksanaan program dan kegiatan 
yang bersumber dari pemerintah 

 

Perbedaan: 
Tiap lembaga desa malaysia telah 

memiliki tugas yang berbeda dan 
telah ditetapkan oleh kementrian 
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KARAKTERISTIK 
PROSES 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

PERDESAAN 

INDONESIA MALAYSIA ANALISIS 

LPMD, atau lembaga 

potensi lainnya 

luar bandar dan wilayah, sedangkan 

di Indonesia lembaga yang dibentuk 
sendiri oleh masing-masing desa 

dan tugasnya dapat saling tumpang 

tindih 

8. sistem kelembagaan 
yang mengatur dalam 

perencanaan 
pembangunan 

perdesaan 

(13 Kementrian) 

Kemendagri, Kementrian 

Kesehatan, Kementrian 
PU, Kementrian 

Pendidikan, BPN, 

kemenakertrans, 
Kementrian pertanian, 

Kementrian sosial, KPDT, 
Kementrian ESDM, 

Kemenkominfo, 

Kementrian KUKM, dan 
kemendag 

Kemajuan Luar Bandar dan 
Wilayah (KKLW) 

Persamaan: 

Menentukan program yang akan 
dilaksanakan di desa 

 

Perbedaan: 
Di Malaysia KKLW bekerjasama 

dengan JKKK untuk mengawasi 

terlaksananya program dan 
memberikan program yang sesuai 

dengan kebutuhan desa, di 
Indonesia program ditetapkan oleh 

tiap kementrian yang berbeda 

sesuai ruang lingkupnya, serta tidak 
menentukan lembaga pengawas 

yang formal bertanggung jawab atas 
terlaksananya program 

Sumber : Hasil Analisa, 2015 

Tabel 3 
Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015 
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Gambar 1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa 
Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015
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Komparatif Proses Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) Indonesia dan Proses 

Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) 

Malaysia

 

 
Tabel 

Matriks Komparatif Tahapan Penyusunan RPJM Desa dan PTD
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Kesimpulan dan 

Rekomendasi 

 

Kesimpulan 

 

Tahapan Perencanaan Pembangunan 

Perdesaan di Indonesia dan Malaysia pada 

dasarnya tidak jauh berbeda, kedua negara 

masing-masing memiliki karakteristik dan ciri 

tersendiri dalam perumusan perencanaan 

pembangunan perdesaan di negaranya. 

Penyusunan RPJM Desa di Indonesia, 

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi : 1) 

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 2) 

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota; 3) Pengkajian 

keadaan Desa; 4) Analisa data dan pelaporan; 

5) Penyusunan rencana pembangunan Desa 

melalui musyawarah Desa; 6) Penyusunan 

rancangan RPJM Desa; 7) Penyusunan rencana 

pembangunan Desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa; dan 8) 

Penetapan dan perubahan RPJM Desa. 

Penyusunan   Pelan  Tindakan  Desa,  

dilakukan  dengan  kegiatan  yang meliputi: 

1) Sistem bestari; 2) Kenal pasti masalah dan 

potensi; 3) Visi dan tujuan pembangunan; 4) 

Rekomendasi pembangunan; 5) Manajemen 

pembangunan; 6) Pembangunan dan 

pemantauan 

Sesuai dengan perkembangan ilmu yang 

selalu harus digali dan dirumuskan lagi, begitu 

pula dengan tahapan perencanaan 

pembangunan perdesaan di Indonesia ini, 

setelah diketahui fakta di lapangan, dikaji, 

dianalisis, maka dalam prosesnya masih harus 

disempurnakan lagi. Hal ini penting bagi 

pemerintahan perdesaan di Indonesia untuk 

perencanaan pembangunan perdesaan yang 

mandiri dan berkelanjutan 

Rekomendasi 

Mencapai perdesaan yang mandiri dan 

berkelanjutan di Indonesia, terdapat beberapa 

rekomendasi pada tahapan proses perencanaan 

pembangunan perdesaan. Rekomendasi 

tersebut diharapkan dapat menjadi koreksi 

bersama (Pemerintah, Masyarakat, Swasta, 

dan lain-lain) kedepannya dalam mencapai 

tujuan perdesaan Indonesia yang mandiri dan 

berkelanjutan. 

Studi ini diharapkan mampu menjadi 

alternatif masukan bagi tahapan perencanaan 

pembangunan perdesaan yang sedang 

berlangsung di Indonesia dan masa yang akan 

datang, untuk itu dibawah ini disebutkan 

beberapa elemen yang dapat menggunakan 

hasil studi ini, yaitu : 1) Kementerian 

Perdesaan; 2) Kementerian Badan 

Perencanaan Nasional; 3) Kementerian Dalam 

Negeri; 4) Pemerintah Provinsi/Kabupaten; 5) 

Pemerintah Desa; 6) Program studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota yang 

diharapkan mampu meneruskan studi ini dan 

sebagai sebuah pendekatan alternatif 

disamping pengetahuan tentang tahapan 

perencanaan pembangunan perdesaan yang 

sudah ada sebelumnya 

Dikarenakan  penulisan ini hanya sebuah 

pengetahuan  awal, maka perlu adanya studi 

yang lebih dalam mengenai kriteria apa saja 

yang akan diterapkan dalam tahapan ini dan 

penetuan sistem penilaian dalam prakteknya. 

Studi dan penelitian yang  mendalam dalam hal 

ini sangat dibutuhkan demi terciptanya 

perencanaan pembangunan perdesaan yang 

mandiri dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk 

itu butuh studi lanjutan megenai. 

Pendalaman tentang tahapan yang dalam 

Perencanaan Pembangunan Perdesaan Alat 

ukur yang digunakan untuk menghitung 

keberhasilan kinerja dari perencanaan 

pembangunan perdesaan Verifikasi mengenai 

rencana tata ruang desa dapat dilakukan atau 

diterapkan dalam sistem perencanaan.  
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